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Badan Pengeloloan Keuangan dan Aset Daerah
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
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Penyerahan RAPBD Penetapan APBD
kepada Kemendagri Provinsi Jawa Barat
TA, 2025

Evaluasi Mendagri
tentang evaluasi

1. Laporan Banggar :
1
I
' RAPBD Provinsi Jawa
:
1
1

2. Persetujuan terhadap
RAPBD Provinsi Jawa
Barat TA. 2025
Penandatanganan
Persetujuan Bersama
4. Pendapat Akhir
Gubernur Jawa Barat

Penandatanganan
Matriks tindak lanjut
evaluasi Kemendagri

Barat TA. 2025

W




RANCANGAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

VOLUME APBD .

Rp31,69 Triliun

PENERIMAAN PEMBIAYAAN >3 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Rp693,39 Miliar JX& o\ Va7 s Rp616,81 Miliar




KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

O

Intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber
pendapatan

Peningkatan peran
dan fungsi P3DW
dan Dinas/Balai
Penghasil

T
l|l|||||

AHUN ANGGARAN 2025

Kolaborasi dengan
Kab/Kota untuk
meningkatkan

pendapatan dari
PKB dan BBNKB

|
é
Meningkatkan koordinasi
dan perhitungan
pendapatan dari dana
perimbangan dan
non-perimbangan

Meningkatkan
kemampuan aparatur
yang berkompeten dan
terpercaya dalam
rangka peningkatan
pendapatan dengan
menciptakan kepuasan
pelayanan prima.

Meningkatkan
dividen BUMD

O

Meningkatkan
kesadaran, kepatuhan,
dan kepercayaan serta

partisipasi aktif
masyarakat/lembaga

dalam memenuhi
kewajibannya
membayar pajak dan
retribusi.

-

O

Menggali potensi
sumber-sumber
pendapatan baru
melalui pemberian
NPWP pada
perusahaan yang
beroperasi di
Jawa Barat.

daerah secara
profesional.

Mengoptimalkan
penerimaan pajak
orang pribadi dalam
negeri (PPh OPDN),
PPh Pasal 21,
pajak ekspor, dan
PPh Badan.

Meningkatkan dan
mengoptimalkan
pengelolaan aset

H
Pemerintah Provinsi

Jawa Barat
00
000

-

O

Meningkatkan
sarana dan
prasarana dalam

rangka Memantapkan kinerja
meningkatkan organisasi dalam
pendapatan. meningkatkan

pelayanan kepada
wajib pajak.

O

Meningkatkan
akurasi data
sumber daya
alam sebagai

dasar
perhitungan bagi
hasil dalam dana
perimbangan.

Meningkatkan
koordinasi secara
intensif dengan
pemerintah pusat dan
kabupaten/kota untuk
obyek pendapatan
sesuai wewenang

provinsi.



TARGET PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

. Lain-lain
Pendapatan Asli Pendapatan Daerah
Daerah yang Sah
Rp19,31 Rp23,19
Triliun Miliar
\_ ) o %
. . Seluruhnya merupakan
terdiri atas: Pendapatan Hibah
e Pajak Daerah Rpl17,50T; Pendapatan
e Retribusi Daerah Rp881,90 M; Transfer
e Hasil Peng. Kekayaan Daerah
yahg d.lplsahkan Rp410,64 M,; Rp11,67
e Lain-lain PAD yang Sah Rp514,52 M oye
Triliun
- J

Seluruhnya merupakan Pendapatan
Transfer Pemerintah Pusat




KEBIJAKAN BELANJA DAERAH e
TAHUN ANGGARAN 2025

Belanja Mengikat: e Pelayanan dasar masyarakat

e Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah,
Ketua dan Anggota DPRD serta ASN

e Belanja Jasa Kantor (Listrik, Air,
Telepon/Internet)

e Belanja Premi Asuransi

e Kewaqjiban kepada pihak ketiga

e Pembayaran bunga pinjaman

e Kewajiban lainnya sesuai peraturan

e Antisipasi: Kewajiban Penyediaan Makan Bergizi Sehat

Urusan Pemerintahan Daerah:

e Anggaran fungsi pendidikan minimal 20%

e Anggaran kesehatan yang memadai

e Belanja infrastruktur paling sedikit 40%

e Anggaran peningkatan kapasitas SDM
(0,34%) dan APIP (0,30%)

e Prioritas pembangunan

e Pembangunan berkelanjutan

e Penerapan standar pelayanan
minimal (SPM)

Urusan Pemerintahan

Lainnya:
e Revitalisasi kantor dinas

. L o (bersifat Kompetitif dan sebagai
e Optimalisasi aset milik daerah

stimulus bagi karya-karya inovatif

e Peningkatan penggunaan produk daerah)
dalam negeri (P3DN)
e Pemberian Penghargaan dan Dukungan
Event Olahraga TIngkat Provinsi, Nasional
dan Internasional; -
e Peningkatan akses permodalan : zl‘




1. BELANJA OPERASI

Rpl19,89 T

terdiri atas
Belanja:

Pegawai Rp8,92 T,
Barjas Rp7,49 T,
Subsidi Rpl161,34 M;
Hibah Rp3,27 T, dan
Bansos Rp39,82 M.

2. BELANJA MODAL

Rp1,99 T

terdiri atas
Belanja Modal :

Tanah Rp67,05 M;

Peralatan Mesin Rp824,30 M,;
GCedung Bangunan Rp649,44 M;
J1J Rp295,88 M;

Aset Tetap Lainnya 153,21 M; dan
Aset Lainnya 1,22 M.

3. BELANJA
TIDAK TERDUGA

4. BELANJA
TRANSFER

Rp7,99 T

Terdiri atas Belanja:

Bagi Hasil 5,45 T, dan
Bantuan Keuangan 2,54 T




KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Penerimaan
Pembiayaan

SILPABLUD Pengeluaran
dan SIiLPA Pembiayaan
non-earmarked 4 N
1. Penyertaan Modal Daerah
\ —— Kepada BUMD
2. Pembayaran Cicilan Pokok
Utang yang Jatuh Tempo
kepada PT. SMI

-l



ESTIMASI PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Penerimaan Pembiayaan

Sl

SiLPA BLUD dan SiLPA
non-earmarked

( Rp693,39 M )

Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal kepada Pembayaran cicilan pokok
BUMD - BIJB utang yang jatuh tempo

kepada PT. SMI
Rp50,00 M
__Rp ) ( Rp566,81M )




‘“Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagion yang tidak
terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan doerah sebagai akibat dari penyerahan urusan
pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”

Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman
Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan
Pemerintah doerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip
penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBL, teknis penyusunan
APBD, dan hal khusus lainnya.

pertanggungiawaban

Keuangan
Daerah

penatausahaan

perencanaan

penganggaran

pelaksanaan




Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Doerah
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Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun :
.
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Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

Target sosaron pembangunan tohun 2025, ditetapkan -

1. Memperkokoh Ideologi Pancaosilo, Demokrasi, dan Hok Asasi Manusia (HAM).
Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan,

"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi vyang Inklusif dan
Berkelanjutan yang dopat menjadi jembatan untuk menjaga

kesinambungan pembangunan serta mengokomodasi atau Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijou, dan Ekonomi Biru.

memprinrituskun program-program presiden terpilih" 3.  Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerjo yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan,
Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif
Koperasi.

4.  Memperkuot Pembangunan Sumber Daya Manusio (SDM), Soins Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestosi Olohrago,
Kesetaroan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generosi Milenial don Generosi Z) dan Penyandang

Disabilitas.

5. Melanjutkan Hilirisosi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Niloi Tambah di
Dalam Negeri.

6. Membangun dari Deso don dari bowaoh untuk Pertumbuhon Ekonomi, Pemeratoon Ekonomi, dan Pemberantosan
Kemiskinan.

/.  Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrosi, serta Memperkuat Pencegohan dan Pemberantasan Korupsi,
Narkoba, Judi dan Penyeludupan.

8.  Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi
Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
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Kebijakan Fiskal 2025
Pemerintah Provinsi

Jawa Barat

Tema KEM PPKF TA 2025 Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 melalui:

“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi vang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk * Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi,

mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jongka menengah Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi doerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanja produktif
pemerintah jugn mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkotan belanjo modal dan/atou belanjo infrastruktur untuk mendukung okselerasi pembangunan dan
pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia” melakukan efisiensi belanjo operasional. Selain itu, dolom menyusun kebijokan pendapatan, optimalisasi PAD perlu

dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan doerah dan terus melakukan penggalion potensi.

e Penguatan Well-being
untuk aspek penguatan Well-being dilokukan melalui kebijokan Transfer Ke Doerah (TKD) yang osimetris dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemda dan penguatan terhadap earmarking TKD dan Pajok
Doerah dan Retribusi Doerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan mandatory spending ogar dopat
mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

e Konvergensi Antar Daerah
Untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemda dopat melokukan penguatan kerjosama antar daerah sehingga
dapat lebih terlibat dalam pemenuhan global supply chain melalui pengembangan sentra ekonomi baru. Selain itu,
dengan pengembangan desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergensi antar daerah.




Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

Prinsip Penyusunan APBD TA 2025
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Pemerintah Provinsi
Jawa Barat
|

APBD dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan

bertanggung jowab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaa pemerintahan yang menjadi kewenangan doerah dan
endapatan doerah
ak bertentangan dengan kepentingan umum dan

masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perund
perundang-undangan yang lebih tinggi

APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ket
peraturan perundang-un

APBD loan
]

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawas
distribusi, dan

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Doera
penerimaan doerah dan penge

sun dengan berpedoman pada KUA dan PPAS yang
<an pada RKPD

pat waktu sesuai dengan tahapan dan jodwal yang telah
n dalam peraturan perundang-undangan




Teknis PE"VUSUH[II] APBD TA 7075 * Tahapan dan Jadwal Perencanaan Pembangunan & Perencanaan Anggaran

* Penyelarasan Kinerja & Keuangan




Rancangan Awal RKPD Rancangan RKPD Rancangan Akhir RKPD Penetapan RKPD

Telnah Pokok-Pokok Pikiran Kab/Kota

(PL1Minggu sebelum Musrenbang RKPD) / Minggu 111) Pemjorivrsiggoigvinsi
Musrenbang RKPD Kab/Kota (PL Minggu IV) TAHAPAN RKPD &_
Verifikasi kesesuaian Renja PD Prov dgn Pembahasan Rankhir RKPD APB n
ranwal RKPD (PL 2 Minggu setelah (PL1Minggu setelah musrenbang
_____________________ - penyampaian/Minggu I11) RKPD/Minggu 1)
: e Provinsi (paling lama Minggu terakhir Mar) :
. _I(UE/KME [ﬂﬂl’l’g_lmfﬂ_M ’Z””_” tfru_l(hir Ffb)_ . Penyampuian ranc. Renja PD Kab/Kota ke Rankhir Renja PD Prov
Buppeda (PL Minggu 111) Musrenhur_lg RKPD Prov (disompaikan PL 1 Minggu setelah
Peloksanaan Forum PD/ Lintas PD (L Minggu1] Perkada ttg .RKPD ditetapkan)
L (diloksanakan 2 minggu setelah SE Ka N (Minggu V)
Duerah ttg Renja PI) Penyampaian SE Gub. tig Ranc  Télooh Pnknlf-Pukuk Pikiran
RKPD Prov. kepada Prov (PL1Minggu sebelum
Bupati/Walikota Musrenbang RKPD) / Penetapan RKPO Frov
(PL Minggu 1) Minggu 1) (PL 2 Minggu setelah Faosilitasi)
Musrenbang RKPD kabupaten/kota (Minggu I11)
di kecomatan Penyusunan Ranc e _ _ o _ Rankhir Renjo PD Kab/Kota
Penyusunan ranwal (PL Minggu I1) — - | Verifikasi kesesuaian Renj'u PD Kab/Kota dgn Fasilitasi Rankhir RKPD (disampaikan PL1 Minggu setelah
Renia PO . ranwal RKPD (I_JLZ Minggu setelah Kab/ Kata Perkadu ttg RKPD ditetapkan)
' (PL Minggu 1) penyampaian)/ (Minggu | (PL Minggu 1) (Minggu 1)
Penyusunan Penyampaian SE KDH I(ep_udu Ko Penyampaian ranc. Renjq P Penyusunan Ranc. Fasilitasi Rankhir RKPD Penetapan RKPD Kah/Kota
Ranwal RKPD PD ttg penyusunan Renja PO Prov ke Bappeda RKPD Kab/Kata Rankhir RKPD Prov (PL1 Minggu setelah RKPD Prov
(Minggu | Des) (PL Minggu 1) (PL Minggu ) (PL Minggu ) (PLAKhirMe)  (PLMinggul) ditetapkan) (Minggu 1)

YA WA UA WA WA

;—Fenghi!unyan Kapasitas- rif -keuungm—;

* Analisis keuangan Daerah dirumuskan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD. | Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah |

—

=<T * analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah; . o - : - T i )

S o unalice lanusitas il kewanaan Daerh Analisis keuangan Doerah [!Ill]!(llk!]ﬂ untuk .menghltung proyeksi -I.(upusnus riil keuangan Doerah, kerangka | yang membidangi pengelslaan

— p ing ' pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijokan keuangan Daerah. I .

BE| ! . . . . . | keuangan Daerah dan penerimaan

= * Kopaositos riil keuongon Doeroh diperlukon untuk mengetohui kemampuan pendanoan prioritas | endapatan Daerah denaan
JCTIToUIguiiart. p- p y .




KUA & PPAS Penyusunan RKA Rancangan APBD

Penetapan APBD

Verifikasi seluruh Rankhir Renja PD

. . . I
(PL2 minggu setelah penyampaian Rankhir 1 Renja Perangkat Doerah menjadi pedoman

. S I
Renja PD) (Minggu IV) © 1 Perongkat Doerch dalom menyusun RKA 1

 Pengendalian peloksanaan Renjo PD mencakup program, kegiatan, subkegiatan, 1
lokasi, pagu indikatif serta prakiraon maoju & indikator kinerjo serta kelompok :
sasaran.

AH RE!
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

TAHAPAN RKPD &

 Pengendalion dilakukan melalui pemantauan dan penyusunan RKA.
* Pemantauan dan supervisi penyusunan RKA harus dapat menjamin agar program, ,
kegiatan, subkegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prokiroan maju & indikator 1
kinerjo serta kelompok sasaran, telah disusun ke dalam RKA. :
 Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan |
bahwa program, kegiatan, subkegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan moju !
& indikator kinerjo serta kelompok sasaran yang disusun ke dolom RKA sesuai |

dengan Renja PD. I

Rankhir Renja PD Kab/Kota
(disumpaikan PL 1 Minggu setelah
Perkada ttg RKPD ditetapkan)

(Minggu 1)

Penetapan RKPD Kab/Kota
(PL1Minggu setelah RKPD Prov
ditetapkan) (Minggu )

Penyusunan Ranc KUA & Ranc PPAS
dan Reviu APIP Daerah
(PL Mingqu )

Penetupuﬁ Renja PD
(PL1bulan setelah Perkada RKPD
ditetapkan) (Minggu 1)

Kepala Daerah wajib mengajukan
rancangan Perda tentang Doerah

Penyampaian Rancangan Peraturan Doerah
tentang APBD kepada DPRD
(Minggu 11/ Minggu IV))

Kesepakatan Ranc KUA dan Ranc PPAS

(PL Mi'fgﬂ“ ) APBO disertai penjelosan don dokumen

pendukung kepada DPRD

berkenoan)

* KOH menyampaikan Ranc KUA & Ranc PPAS kpd DPRD

* KOH menyompaikan Ranc KUA & ranc PPAS kpd o) MDN &
MENKEU bogi pemerintah provinsi; b) Gubernur baogi
pemerintah kabupaten/kota, untuk melokukan peniloian

(PL Minggu 1)

Menyusu:n RKA-SKPD Dan Reviu
 APIP Doerah

' (Minggu I11)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

e dalom hal kepolo doerah don DPRO tidok e Oolom hal terdopat pe,mmbﬂha,,i
. menyepokati bersoma rancangon  KUA &
rancangan PPAS paling loma 6 (enam) minggu
sejok rancongon KUA & rancongon PPAS i untuk keperluan mendesak, kepalo
disompaikan kepodo DPRO, Kepalo doersh::  skpp dopat menyusun RKA-SKPD di |
menetapkan keputusan kepala doerah tentang | " Juar KUA dan PPAS

________________________________________________________________________________________________________________________ KUA dan PPAS, sebogai dasor penyampaion | «  [glom hal terjadi perubahan struktur
* dalam hal terdopat penambahan kegiotan/subkegiotan baru yang tidok terdapat dolom RKPD pado soat pembaohasan rancangan Perda tentang APBD kepada OPRO organisosi dan tata kerjo (SOTK),

rancangan KUA dan rancangan PPAS, perlu disusun berita acara kesepakatan kepalo doerah dengan ketua DPRD. Penambahan untuk dibohas dan disetujui bersama antara dolom masa transisi  penyusunan
kepolo doerch dengan DPRD sesuoi dengan ::  RKA-SKPO disusun oleh TAPO gtou '

kebutuhan  pengeluaran ukibuti
keadoon darurat termasuk belonja

KEUANGAN

Hasil peniloian disampaikan oleh Menteri kepada Eul:lernur;
dan Gubernur kepada Bupati/Wali Kota,
(PL2 minggu setelah Ranc KUA & Ranc PPAS diterima).

______________________________________________________

. . .l
eguguygil oy I ], (11 0jasd. gail gerinan ogary .

ogiatan bary akibat terdopat kebiiokan pasiopal atau provinsi

APBD

Persetujuan bersama DPRD dan Kepala

(PL1 bulan sebelum dimulainya TA

Penetapan Perda tentang APBD dan
Perkada tentang penjabaran APBD (PL
akhir Des)

* Paling lama 15 (lima belos) hari kerja Evaluasi

Ranc Perda APBD & Ranc Perkada Penjabaran
APBD

Penyempurnaan Paling lambat 7 hari kerja
(sejuk diterima keputusan haosil evaluasi)
Penyampaion keputusan pimpinan DPRD
tentang penyempurnaan 3 hari kerjo setelah
keputusan pimpinan DPRD ditetapkan

e norpinrgn poryndang-yndangan yang lohh finggrcptolgh ropegng lcong Domonntgh Hgorgh diforgnlegn ___________________NClCliluulipelutuiunpeluiivuny-uliiuunguil. AU mopuniile SO faregelr 0 P




Perubahan RKPD

Perubahan KUA & PPAS Penyusunan RKA Rancangan Perubahan APBD Penetapan Perubahan APBD

Kepala Doerah menerbitkan SE tentang
pedoman penyusunan perubahan Renja PD.

Perumusan ranc perubahan RKPD
(diselesaikan PL bulan Juni)

Penyusunan ranc perubahan RKPD
(dimuloi PL awal bulan Juni)

KEUANGAN

Fasilitasi Rankhir Perubahan RKPD (diselesaikan PL 2 minggu setelah Perkada ttg Perubahan RKPD

u
%‘1 l.l'r'
o
AR RESS
Itlh(lp(ln Perubahan RKPD & Perubahan 2

Pemerintah Provinsi

Penetapan Renja PD

(PL1bulan seteloh Perkada ttg Perubohan RKPDE  —— APB n

ditetapkan/Minggu I11)

Verifikasi ranc Perubahan Renja PD i perubahan RKA
(PL 3 minggu setelah Perkada ttg Perubahan RKPD
ditetapkan /Minggu 11)
Penetapan Ranc Perkada ttg Perubahan RKPD
(PL minggu 11l bulan Juli

Penyusunan & Penyampaian Rankhir Perubahan Renja PD

(PL Minggu 1) ditetapkan)/Minggu |

| Perubahan Renja PD yang telah ditetapkan menjadi
— pedoman Perangkat Doerah dalam menyusun

Laporan Realisasi Semester Pertumﬁpenyump"m" rancangan perubohan KUA dan rancangan Penyompaion Roncangan Peraturan

APBD & Prognosis
(Minggu I1)

perubahan PPAS oleh Ketun TAPD kepoda kepala doerah Doerah tentang Perubahan APRD
vang teloh direviu oleh APIP doerah kepado DPRD

* Penyampaion Rancangan Perubchan KUA dan Rancangan
Perubahan PPAS oleh Kepala Doerah kepada DPRD

(PL Minggu )

Persetujuan Bersama Kepala Doerah dan
DPRD
(PL 3 Bulan sebelum TA berkenaan
berakhir) (30 Sep)

Pembahosan dan kesepakatan antara kepala doerah dan DPRD atas
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
(PL Minggu 1)

Penerbitan SE Kepala Doerah, Penyusunan RKA-SKPD & Perubahan
DPA-SKPD serta Penyusunan Raperda Perubahan APBD & Raperkada
Penjabaran Perubahan APBD

Menyampaikan ranc Perda tentang perubahan APBD & ranc Perkada
tentang penjobaran perubohan APBD kepoda Menteri/gubernur
untuk dievaluasi

Paling lama 15 hari kerjo Evaluasi Ranc Perda Perubahan APBD &
Ranc Perkada Penjabaran Perubahan APBD

Penyempurnaan PL 7 hari kerjo (sejok diterima keputusan hasil
evaluasi)

Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan 3
hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan

Penetapan Perda Perubahan APBD -

" SRR



Penvempurnaan Hasil Evaluasi APBD

Penyempurnaan hasil evaluasi dilokukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan anggaran.

Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
Keputusan pimpinan DPRD dijodikan dasar penetapan Perda tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri untuk APBD provinsi dan kepada
gubernur seloku wakil pemerintah pusat untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga)
hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk hard copydan soft copy.

Selanjutnya, penetapan atas keputusan pimpinan DPRD memperhatikan sebagai berikut;

1)

2)

3)

dalam hal pimpinan DPRD berhalangon tetop otou sementaro dalom waoktu yang
bersamaan, yang meloksonokan tugas sebagai  pimpinan  sementara  DPRD
menandatangani keputusan pimpinan DPRD;

dolam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejok
diterima hasil evoluosi dari Menteri bagi provinsi dan gubernur bagi kobupaten/kota,
kepalo doeroh menetapkan Perda tentang APBD berdosarkan hasil penyempurnaan
evaluasi; dan

Perda tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor register dari Menteri bagi
provinsi dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

e Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pemerintah
provinsi telah menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD
provinsi:

1) Pemerintoh Provinsi selain melompirkan keputuson Pimpinan DPRD jugo wojib menyompaikan
tindoklanjut hosil evoluosi beserta matriks (owal, menjodi don keterangon) kepodo Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian
nomor register; dan

2) Biro Hukum Sekretoriot Jenderal Kementerion Dolam Negeri berkoordinosi dengan Direktorat Jenderal
Bina Keuangan Daoerah dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan peneloohan dengan memperhatikan
matriks tindoklanjut hosil evaluosi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register; dan

3) Huosil koordinosi sebagoimana dimaksud pado angka 2) merupokan bogion dori tohapan yang
menerangkan ranperda c/earance untuk diberikan nomor register oleh Biro Hukum Kemendagri.

e Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pemerintah
kabupaten/kota telah menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan Perda tentang
APBD kabupaten/kota:

1) Pemerintoh kobupaten/kota seloin melompirkon keputusan Pimpinon DPRD jugo wojib menyompaikan
tindaklanjut haosil evaluosi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) kepada Biro Hukum Sekretariat
Daerah Provinsi sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register;

2) Biro Hukum Sekretariat Doerah Provinsi berkoordinasi dengan TAPD untuk melokukan peneloohan dengon
memperhatikan matriks tinduklanjut hosil evaluosi (owal, menjodi don keterangan) sebelum diberikan
nomor register; dan

3) untuk melokukan peneloohan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi
dan keterangan) sebelum diberikan nomor register oleh Biro Hukum Provinsi.

C VAN



Kebijakan Penyusunan APBD TA 2025

e Struktur APBD
* Kebi
* Kebi
* Kebij

* Kebij

akan Pendapatan Daoerah

akan Belanjo doerah

akan Pembiayaan daerah

akan Standar harga Satuan dan Analisis Standar Belanja




Struktur APBD

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

* Pojok Doerah

* Retribusi Daerah

* Hasil Pengeloloan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
* Lain-lain PAD yang Sah

PENDAPATAN TRANSFER

* Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

* Pendapatan Transfer Antar Doerah

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
* Pendapatan Hibah

* [ana Darurat

* Lain-loin Pendopatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

keterangan:
*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.
**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.

BELANJA DAERAH
BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

BELANJA MODAL

Belanjo Modal Tanah

Belanjo Modal Peralatan dan Mesin
Belanjo Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Belanjo Modal Aset Tetap Lainnya

Belanjo Modal Aset Lainnya

BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga

BELANJA TRANSFER

Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan

AH RE!
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Pencairan Dana Cadangan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan Pinjoman Doerah*

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Loinnya Sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan
Penarikan Pokok Dana Abadi Doerah (DAD)**
Penerimaan Pembiayaan Utang Doerah**

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Doerah

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo*

Pemberian Pinjoman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan
Pembentukan Dana Abadi**
Pembayaran Pembiayaan Utang Doerah*




Pendapatan Daerah - Kebijakan Umum

Pendapatan doerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang
melalui rekening kas umum doerah yang tidok perlu dibayar kembali oleh doerah dan
penerimaan loinnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui
sebagoi penambah ekuitas yang merupakan hak doerah dalam 1(satu) TA.

Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

Penganggaran pendapatan doeroh yang memiliki karakteristik khusus, antara loin Bantuan Operasional
Sotuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dano Desa (DD), Dana
Kopitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat doeroh don pendopaton lainnya yang
penerimaan pendapatannya tidok melalui Rekening Kos Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya
dilakukan berdosorkan pencotatan/ notifikasi otou pengesohan pendopatan, mekonisme intersep,
pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran pendaopatan doerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD)
yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai
ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor B Tahun 2014 tentang Desa sebagoimana telah beberapa
kali diuboh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tohun 2024 tentang Perubohan Keduao Atas
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
Klasifikasi kelompok pendapatan asli doerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian
objek dikelola berdasarkan kewenangan pengeloloan keuangan pada Satuan Kerjo Pengelola Keuangan
Doerah (SKPKD), Satuan Kerjo Perangkat Doerah (SKPD) dan/otou Bodan Layanan Umum Doerah (BLUD)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan doerah yang sah yang diuraikan menurut
jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelolo berdasarkan kewenangan pengeloloan keuangan
pada satuan kerja pengelola keuangan doerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Belanja Daerah - Kebijakan Umum

Belanja doerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangko pengeluaran jongka menengah, penganggaran terpadu,
dan penganggaran berbasis kinerja.

Pemerintah doerah menyusun program pembangunan doerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah.

Pemerintah doerah menyusun program pembangunan doerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi
pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran
pembangunan.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat doerah ditentukan berdasarkan target kinerjo pelayanan publik tiap-tiop urusan
pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat doerah tidak dilokukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar
perangkat doerah atou berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya.

Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat doerah menganggarkan program dan kegiatan
yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.

Belanjo untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan
dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

Belanja doerah dapat diolokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkaoit dengan pelayanan dasar
dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait
dengan pelayanan dasar publik.

Pemerintah doerah wajib mengalokasikan belanjo untuk mendanai urusan pemerintahan doerah tertentu yang besarannya
telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanjo doerah yang berasal dari TKD vang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan diloksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

H RY
Pemerintah Provinsi

Jawa Barat

« Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan
vang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai denguan ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertunggung jawah.

* Penentuan penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana
urusan pemerintahan, memedomani ketentuan sebagai berikut:

1.

peloksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada doerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota dionggarkan poda perangkat doerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan;

peloksanoan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

peloksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum
termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda;

peloksanoan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dionggarkan pada sekretariat doerah
sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan;

peloksanoon hubungon keuongon ontar doerah provinsi, ontor doeroh kobupoten/koto, antar provinsi dan
kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke deso dionggarkan melalui belanjo bantuan keuangan poda
perangkat doerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan

peloksanoan dukungan doerah otonomi baru dionggarkan pada biro/bagian pemerintahan sekretariot doerah sebagai
unsur pendukung urusan pemerintahan.




Pembioyoan merupakan setiop penerimaan yang perlu dibayar kembali don/otou pengeluaran vang oka il'e
kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebiiukun Pembiuyuun nueruh - Klasifikasi akun pembiayaan doerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan suhrin - .

Pemerintah Provinsi

dikelolo berdasarkan kewenangan pengeloloan keuangan pada satuan kerjo pengelola keuangan doerah sesueldengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

e  Pelampauan Penerimaan PAD * Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

e  Pelompauan Penerimaan Pendapatan Transfer * Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
e Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Doerah yang Sah e Penerimaan Kembali Pinjaoman kepada BUMD

e  Pelompauan Penerimaan Pembiayaan * Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN

e  Penghematan Belanja * Penerimaan Kembali Pinjoman kepada Koperasi

*  Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan *  Penerimaan Kembali Pinjoman kepada Masyarakat

Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerjo dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan * Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD

 Siso Belanja Lainnya *  Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD *  Penerimaan Kembali Pinjaoman melalui BLUD

Pencairan Dana Cadangan * Divestasi BLUD

*  Pencairan Dana Cadangan Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah**

*  Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi** *  Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah dalam Kondisi Darurat**

* Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukulk** Penerimaan Pembiavaan Utang Daerah**

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan *  Pinjoman Doerah**

e Hasil Penjualan Kekayaan Doerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) * Obligosi Doerah**

e Hasil Penjualan Kekayoan Doerah yang Dipisahkan poda Bodan Usaha Milik Doerah (BUMD) e  Sukuk Doerah**

Penerimaan Pinjaman Daerah*

*  Pinjoman Doerah dari Pemerintah Pusat*

Pinjoman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain*

e  Pinjoman Doerah dari Lemboga Keuangan Bank (LKB)*

e Pinjoman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)*
*  Pinjoman Daerah dari Masyarakat*

keterangan:
*kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan.
**kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.




Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

Kebijakan Hal Khusus Lainnya




SUBSTANSI BARU DALAM PEDOMAN PENYUSUNAN APBD
TA 2025 Mandatory Spending

NO_ . BESARAN | KET

n Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanjo doerah
Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanjo Doerah yang dianggarkan dolam APBD dan/atau paling lombat poda TA 2027.
perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hosil dan/atou transfer kepada Doerah don/atou desa

AH RE!
Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

Belanjo Pegawai paling tinggi 30% (tign puluh persen) dori total belanjo APBD termasuk untuk ASN, kepala doerah, don paling lombat pada TA 2027
anggota DPRD, serta tidok termasuk untuk Tomsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang
bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah

ditentukan penggunaannya

hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jolan
serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyedioan penerangan jolon umum yang

meliputi penyedioan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jolan umum serta pembayaran biaya atas
konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersedioan layanan atas
penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jolan umum yang disediokan melalui skema
pembiayaan kerjosama antara Pemerintah doerah dan badan usaha
hasil penerimaan Pajok Rokok bagian provinsi maupun bagion paling rendoh 50% (lima puluh persen) untuk mendanoi peloyanan kesehatan untuk mosyarakat dan
kobupaten/ kota penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.

dari hasil penerimaan PAT paling rendoh 10% (sepuluh persen) digunokan untuk mendonoi pencegohan, penanggulongan, dan
pemulihan pencemaran don/otou kerusokan lingkungon hidup dolom Doeroh kobupoten/kota yang
berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: o. penanaman pohon; b. pembuatan lubang
atau sumur serapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah ) ,l




Verifikasi RKA RAPBD TA. 2025
(beberapa contoh hasil temuan verifikasi)

Pemerintah Provinsi

e Ketidaksesuaian aktivitas (kodering/komponen) terhadap Sub Kegiatan (contoh;
belanja ATK/Bahan Komputer/Belanja Modal/dlsb. yang dianggarkan di Sub
Kegiatan teknis (Bidang))

-> untuk di koordinir oleh Sekre sehingga pengalokasian dapat tersentralisasi
dan distribusi pembelanjaan tersebut dapat berjalan lancar.

e Untuk belanja-belanja yang belum menggunakan komponen seharusnya
(penyimpanan alokasi pagu di SHS/Sub Kegiatan yang tidak sesuai) agar dapat
dilakukan rekapitulasi dan dilaporkan ke BPKAD/Bappeda rencana
penyesualannya.

e Pencantuman Sumber Pendanaan diluar PAD (DAU/DAK/DBH/dIsb.) agar dapat
dipenuhi sesual Pagu Indikatif yang akan diinformasikan oleh TAPD, pada saat
Jadwal penyesuaian RKA SIPD dibuka.

e Alokasi kaitan Infrastruktur khususnya Gedung Kantor terdapat yang belum
mendapatkan rekomendasi (HSBGN) dari BMD-Disperkim
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